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Penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam memulihkan
prilaku negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai
bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya
sekaligus memulihkan prilaku negatif anak menjadi prilaku yang positif
dimasa mendatang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak
pidana persetubuhan, bagaimana penerapan pidana penjara dan
pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana
persetubuhan dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn,
bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana
penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana
persetubuhan dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu
menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-
Anak/2024/PN.Mdn dan yuridis empiris dengan melakukan wawacara
serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Tindak pidana yang
sering terjadi terhadap anak adalah tindak pidana terhadap kesusilaan.
UU SPPA dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum menggunakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pidana
penjara disebut juga pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam
hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai
dengan kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
persetubuhan merupakan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan
misalnya Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak yang melarang tegas setiap orang untuk melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penerapan pidana
penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana
persetubuhan adalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU PA adalah
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pelatihan kerja selama 1 (satu)
bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas | Medan.

Berdasarkan kesimpulan, maka pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang
melakukan tindak pidana persetubuhan adalah hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga anak harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena anak mampu
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Pidana Penjara, Pelatihan Kerja, Anak, Persetubuhan.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_35_2014

